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ABSTRAK

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan tata kelola informasi geospasial
guna mendukung pembangunan berbasis data yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan
informasi geospasial yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan kota, yang diakui
melalui penghargaan Bhumandala Award. Namun, terdapat tantangan dalam sinergitas antar-
stakeholder, khususnya dalam koordinasi dan komunikasi antara Bappeda Litbang dan stakeholders
terkait. Meskipun telah ada kebijakan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial,
pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala teknis dan administratif, yakni keterbatasan
sumber daya manusia dan perbedaan prioritas antar-stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori
sinergitas Najiyati dan Rahmat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan
penghambat sinergitas Bappeda Litbang dengan stakeholders dalam penyclenggaraan informasi
geospasial di Kota Palembang. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini
berfokus pada aspek komunikasi dan koordinasi sebagai dua elemen utama dalam membangun
sincrgitas yang efektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari
instansi terkait serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas
dalam penyelenggaraan informasi geospasial telah berjalan dengan baik, terutama dalam komitmen
bersama antar-pemangku kepentingan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti permasalahan
teknis sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, dan perbedaan prioritas yang dapat menghambat
integrasi data geospasial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan
komunikasi yang lebih terstruktur agar sinergitas antar-stakeholder dapat lebih efektif dalam
mendukung pemanfaatan informasi geospasial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan
forum koordinasi yang lebih aktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial,
serta penguatan regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders
secara lebih jelas. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Palembang diharapkan mampu
meningkatkan tata kelola informasi geospasial secara berkelanjutan dan memperbesar peluang meraih
kembali Bhumandala Award.

Kata Kunci: Sinergitas, Stakeholder, Informasi Geospasial, Bhumandala Award.
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ABSTRACT

ABSTRACT

The Palembang City Government strives to enhance geospatial information management (o
support more effective and sustainable data-driven development. Proper geospatial information
management is a key factor in urban planning, as recognized by the Bhwmandala Award. However,
challenges remain in fostering synergy among stakeholders, particularly in the coordination and
communication between Bappeda Lithang and relevant stakeholders. Although policies on geospatial
information management have been established, their implementation in the field still faces
technical and administrative obstacles, such as limited human resources and differing priorities
among stakeholders. This study employs the synergy theory by Najiyati and Rahmat. It aims to analyze
the supporting and inhibiting factors affecting the synergy between Bappeda Litbang and stakeholders
in the implementation of geospatial information management in Palembang City. Using a descriptive
qualitative research method, this study focuses on communication and coordination as the two main
elements in building effective synergy. Data were collected through in-depth interviews with relevant
institutions and policy document analysis. The findings indicate that synergy in geospatial information
management has been well-established, particularly in the shared commitment among stakeholders.
However, several challenges persist, such as technical issues related to human resources and
differences in priorities that hinder geospatial data integration. Therefore, strengthening a niore
structured coordination and communication mechanism is essential 1o enhance stakeholder synergy
in wtilizing geospatial information. Efforts can be made by establishing a more active coordination
forum, improving human resource capacity in the geospatial field, and reinforcing regulations that
clearly define the roles and responsibilities of each stakeholder. With these measures, Palembang
City is expected to improve sustainable geospatial information management and increase its chances

of reclaiming the Bhumandala Award.

Keywords: Synergy, Stakeholders, Geospatial Information, Bhumandala Award.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, terus berupaya
mengembangkan kualitas tata kelola perkotaan dan pelayanan publik. Kota ini
dihadapkan pada tantangan besar untuk mengelola wilayah yang semakin padat, baik
dari aspek pembangunan fisik maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks
pembangunan yang berkelanjutan, penting bagi Kota Palembang untuk memiliki
sistem informasi yang mampu menyajikan data dan informasi secara akurat dan real-
time. Informasi yang tersusun dengan baik ini akan menjadi dasar yang kuat bagi
pengambilan keputusan, khususnya untuk perencanaan wilayah yang efektif dan
efisien. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan Palembang
mampu memanfaatkan teknologi dan data secara optimal dalam mendukung berbagai

kebijakan pembangunan.

Informasi geospasial memainkan peran penting dalam pembangunan Kota,
karena data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi wilayah,
sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa M.Si, dalam mewujudkan visi
Palembang Emas Darusalam yakni pemerataan pembangunan secara menyeluruh di
Kota Palembang, Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Palembang
merupakan media untuk mengembangkan data dan informasi yang berkualitas dalam
rangka mendukung perencanaan pembangunan yang cepat dan tepat sasaran di Kota

Palembang. Dengan memanfaatkan data geospasial, pemerintah dapat lebih mudah



mengidentifikasi area yang membutuhkan prioritas, seperti wilayah rawan bencana,
kawasan yang perlu pengembangan infrastruktur, hingga daerah yang berpotensi
menjadi pusat ekonomi baru. Selain itu, informasi geospasial memungkinkan
perencanaan berbasis bukti yang lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil dapat
lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi keberlangsungan pembangunan

di Kota Palembang.

Informasi geospasial memberikan manfaat signifikan dalam mendukung
efisiensi pembangunan Kota Palembang, khususnya dalam bidang pemetaan dan
pengelolaan wilayah. Melalui Informasi geospasial, berbagai data spasial dapat
dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif, memungkinkan identifikasi kawasan
yang rawan bencana, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta
perencanaan infrastruktur publik yang lebih merata dan responsif. Dengan data
geospasial yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan
berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan transportasi. Selain itu, informasi geospasial dapat membantu
mempermudah pelacakan perubahan penggunaan lahan dan kondisi lingkungan, yang

penting bagi pengelolaan kota dalam jangka panjang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda
Litbang) memegang peran penting dalam mengelola informasi geospasial. Sebagai
lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda
Litbang bertugas menyusun, mengintegrasikan, dan menyediakan data geospasial
yang relevan dan akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pengelolaan

informasi geospasial ini diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan



yang berbasis data, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dasar
informasi yang valid. Dengan demikian, peran Bappeda Litbang sangat krusial dalam
memastikan bahwa Kota Palembang memiliki sistem informasi geospasial yang
berkualitas dan mampu berkontribusi langsung pada pembangunan kota

yang berkelanjutan.

Sinergitas  antar-stakeholder = menjadi  elemen esensial dalam
penyelenggaraan informasi geospasial Kota Palembang. Mengingat kompleksitas
sistem geospasial yang melibatkan beragam aspek teknis dan non-teknis, kolaborasi di
berbagai sektor sangat diperlukan guna menjamin keterpaduan data dan ketepatan
informasi yang dihasilkan. Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling
melengkapi. Sinergitas ini tidak hanya mendukung efektifitas penyelenggaraan
informasi geospasial tetapi juga memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan
secara maksimal dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. keberhasilan
penyelenggaraan informasi geospasial bergantung pada sejauh mana berbagai
pemangku kepentingan mampu berkolaborasi dalam upaya menyediakan data
geospasial yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses bagi seluruh
lapisan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk menjamin
akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan, karena masing-masing pihak memiliki
perspektif, sumber daya, dan perbedaan keahlian. Kolaborasi ini memungkinkan
terciptanya basis data yang komprehensif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya
mendukung pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap

kebutuhan warga.



Penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang tentunya masih
menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya keterampilan teknis di beberapa
instansi pemerintah, juga dalam hal koordinasi dan komunikasi antar pemangku
kepentingan. Belum semua instansi memiliki tenaga ahli di bidang geospasial,
sehingga proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data tidak selalu optimal.
Komunikasi dan koordinasi juga dapat memengaruhi penyelenggaraan karena
merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan data geospasial di Kota
Palembang. Keterbatasan ini menuntut adanya perencanaan yang matang dan
kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas teknis dan finansial. Dukungan
dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan informasi geospasial
dapat beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga data yang dihasilkan benar-benar

berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kota.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan
aksesibilitas dan efisiensi penggunaan data geospasial bagi masyarakat dan pemerintah
daerah. Dengan adanya teknologi yang memadai, informasi geospasial dapat diakses
dengan cepat dan akurat, sehingga mendukung berbagai kebutuhan perencanaan,
pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik. Platform digital dan perangkat
lunak khusus memungkinkan data geospasial untuk disajikan dalam bentuk peta
interaktif atau aplikasi, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan sesuai dengan
kebutuhan. Kemudahan akses ini tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar-
stakeholder dalam pemanfaatan data, tetapi juga meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kota. Teknologi informasi berperan



sebagai penghubung yang menjadikan data geospasial lebih relevan dan mudah

diintegrasikan dalam setiap proses pembangunan yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-stakeholder
merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sistem informasi, termasuk
dalam penerapan data geospasial yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Sistem
informasi geospasial yang efektif melibatkan berbagai aktor dengan peran yang
berbeda, seperti Bappeda Litbang yang menjadi koordinator utama, memfasilitasi
perencanaan, pengumpulan, serta integrasi data geospasial lintas sektor untuk
mendukung perencanaan pembangunan kota secara menyeluruh. Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) berfokus pada pengelolaan infrastruktur teknologi yang
memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data dengan aman dan
efisien. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyumbangkan data
terkait infrastruktur fisik, seperti jalan dan bangunan, serta membantu dalam
penyediaan peta dasar yang penting bagi analisis tata ruang. Melalui sinergi ini,
instansi tersebut bekerja sama dalam mewujudkan sistem informasi geospasial yang

efektif demi kemajuan pembangunan di Kota Palembang..

Pentingnya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung
penyelenggaraan Informasi Geospasial di tingkat lokal tidak dapat dipandang sebelah
mata. Peraturan yang jelas dan komprehensif memberikan panduan yang tegas bagi
setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data geospasial, sehingga tercipta sistem
yang terintegrasi dan akuntabel. Beberapa landasan hukum yang mendukung
penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia antara lain adalah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang mengatur tentang



kewajiban penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat, terkini, dan dapat
diakses oleh publik, serta mengatur mengenai standar informasi geospasial. Selain itu,
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan
prinsip integrasi dan standardisasi data antar instansi pemerintah, yang mencakup data
geospasial, untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Di tingkat daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Geospasial Daerah mengatur penggunaan data geospasial dalam perencanaan
pembangunan daerah dan pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan publik.
Dengan landasan hukum yang Kkuat ini, setiap pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan informasi geospasial, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor
swasta, dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga tercapai
koordinasi yang efektif dan optimal dalam pengelolaan data geospasial

di Kota Palembang.

Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung, penyelenggaraan
informasi geospasial di Kota Palembang masih menghadapi sejumlah kendala yang
dapat menghambat efektivitas implementasinya. Penelitian ini mengidentifikasi
adanya ketidaksesuaian antara standar sinergi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan realitas pelaksanaannya di
lapangan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa instansi pemerintah, termasuk
Bappeda Litbang, harus berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif dengan para
stakeholder dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat dan dapat
diakses. Namun, dalam praktiknya, beberapa kendala muncul, seperti perbedaan

prioritas antar-instansi, tujuan yang beragam dari masing-masing stakeholder, serta



kurangnya komunikasi yang berkelanjutan. Hambatan ini mempersulit tercapainya
sinergi yang diharapkan dan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan informasi
geospasial di Kota Palembang, yang sangat penting dalam upaya untuk meraih

Bhumandala Award.

Bhumandala Award diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
merupakan penghargaan bergengsi di tingkat nasional yang diberikan kepada
pemerintah daerah yang berhasil mengelola informasi geospasial secara optimal.
Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data
geospasial sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.
Melalui Bhumandala Award, pemerintah pusat berharap dapat mengapresiasi dan
memotivasi daerah-daerah yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola
informasi geospasial. Dengan pencapaian ini, pemerintah daerah tidak hanya
memperkuat ketepatan data yang dimiliki, tetapi juga menunjukkan komitmennya
terhadap transparansi dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Pencapaian Bhumandala Award menjadi salah satu target penting bagi Kota
Palembang pada setiap penyelenggaraannya, bukan hanya sebagai penghargaan
prestisius, tetapi juga sebagai simbol komitmen kota dalam menerapkan tata kelola
berbasis data geospasial. Penghargaan ini akan memberikan dampak positif, terutama
dalam meningkatkan citra Palembang di tingkat nasional sebagai kota yang mampu
beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Bhumandala Award juga
dapat memperkuat posisi Palembang dalam menarik berbagai peluang investasi dan
kerjasama yang memerlukan data geospasial berkualitas, sehingga mendukung

percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Untuk memperoleh Bhumandala Award terkhususnya dalam tahun
penyelenggaraan 2024, terdapat beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi, di
antaranya integrasi data geospasial, keterbukaan akses, dan kualitas data yang terus
diperbarui. Integrasi data mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan berbagai
jenis data geospasial yang ada di berbagai sektor, sehingga menciptakan sistem
informasi yang holistik dan mudah diakses. Keterbukaan akses memastikan bahwa
data yang telah dikumpulkan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik
pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna mendukung perencanaan dan
pengambilan keputusan. Selain itu, kualitas data yang terus diperbarui sangat penting
agar informasi yang disediakan tetap relevan dan akurat, mengingat dinamika
pembangunan yang terus berkembang. Pemenuhan Kriteria ini akan menunjukkan
komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan informasi geospasial yang efisien
dan transparan, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan

di kota tersebut.

Untuk memenuhi kriteria Bhumandala Award, Kota Palembang perlu
mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain dengan meningkatkan pelatihan
dan kapasitas teknis bagi aparat terkait serta memperbaiki infrastruktur teknologi yang
mendukung sistem informasi geospasial. Pelatihan intensif bagi aparatur pemerintah
akan memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mengelola data geospasial,
sehingga dapat memastikan pengumpulan dan pemanfaatan data yang lebih akurat dan
efisien. Selain itu, perbaikan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan data geospasial, menjadi faktor

krusial untuk mendukung kelancaran sistem ini. Penguatan kapasitas di kedua aspek



ini akan mempercepat integrasi data antar-instansi, meningkatkan kualitas informasi
yang tersedia, dan mempermudah aksesibilitas data bagi semua pihak yang terlibat
dalam perencanaan pembangunan kota. Strategi ini diharapkan dapat mewujudkan
sistem informasi geospasial yang handal dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk

meraih Bhumandala Award.

Bhumandala Award bukan hanya sekadar pencapaian prestasi, melainkan
juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses data
geospasial yang akurat dan relevan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dalam
mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penghargaan ini
mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi geospasial
yang transparan dan dapat diakses secara luas, yang memungkinkan masyarakat untuk
terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan
di wilayah mereka. Dengan akses yang lebih mudah terhadap data geospasial,
masyarakat dapat lebih aktif dalam merencanakan lingkungan yang lebih aman dan
berkelanjutan, misalnya dengan memahami potensi risiko bencana atau memanfaatkan
informasi terkait fasilitas umum dan infrastruktur yang ada. Selain itu, dengan kualitas
data yang tinggi, pemerintah daerah dapat merencanakan kebijakan yang lebih tepat,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi kesenjangan dalam
penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pencapaian Bhumandala Award akan
memberikan dampak yang luas tidak hanya dalam aspek prestasi, tetapi juga dalam

mewujudkan kota yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurunnya pencapaian Kota Palembang dari medali emas Bhumandala

Kanaka pada tahun 2022 menjadi medali perak Bhumandala Rajata pada tahun 2024



mengindikasikan adanya tantangan dalam sinergitas antar-stakeholder yang berperan
dalam pengelolaan jaringan informasi geospasial. Pencapaian medali emas
sebelumnya mencerminkan keberhasilan kolaborasi yang kuat antara pemangku
kepentingan dalam memastikan kualitas, keterbukaan, dan pemanfaatan data
geospasial secara optimal. Namun, penurunan ini menunjukkan bahwa sinergi yang
diperlukan dalam mekanisme penyelenggaraan informasi geospasial mungkin tidak
berjalan sebaik sebelumnya, sehingga menghambat upaya menjaga standar
pengelolaan yang tinggi. Kendala ini menegaskan pentingnya sinergitas yang
berkelanjutan dan konsisten di antara seluruh stakeholder agar Kota Palembang dapat

kembali meraih prestasi tertinggi di masa depan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinergitas antar-
stakeholder dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang.
Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
kolaborasi antara pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan data geospasial.
Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses sinergitas
antar-stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis
untuk meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data geospasial di Kota Palembang.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana informasi
geospasial dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi pada

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kota.

Penelitian tentang sinergitas antara Bappeda Litbang dan stakeholders dalam

pengelolaan informasi geospasial di Kota Palembang masih sangat terbatas, terutama
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yang mengaitkannya dengan capaian strategis seperti Bhumandala Award. Meskipun
teori koordinasi dan komunikasi yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat (2011)
menekankan pentingnya sinergi dalam hal koordinasi dan komunikasi, penerapannya
dalam konteks Kota Palembang menghadapi tantangan yang cukup kompleks.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Penyelenggara Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Palembang, "tantangan dalam sinergitas
antar-stakeholder di Kota Palembang dalam penyelenggaraan informasi geospasial
cukup kompleks, terutama dalam aspek koordinasi dan komunikasi. setiap instansi
atau stakeholder sering kali memiliki prioritas, agenda, dan tujuan masing-masing,
sehingga menyelaraskan kepentingan ini memerlukan pendekatan komunikasi yang
efektif dan berkelanjutan." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara
Bappeda Litbang dan stakeholders dalam upaya mencapai Bhumandala Award sangat
bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan melalui
komunikasi yang terus-menerus dan koordinasi yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai Sinergitas Bappeda Litbang dengan Stakeholders pada
Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang dalam Mencapai
Bhumandala Award. Bagaimana sinergitas ini dibangun melalui koordinasi dan
komunikasi yang efektif, serta bagaimana upaya kolaboratif ini mampu meningkatkan
kualitas informasi geospasial di Kota Palembang. Pertanyaan ini mendasari perlunya
kajian mendalam mengenai bagaimana Bappeda Litbang dan para stakeholder bekerja
sama dalam penyelenggaraan informasi geospasial, serta sejauh mana pendekatan
koordinasi dan komunikasi yang diterapkan dapat memperkuat sinergitas menuju

pencapaian Bhumandala Award.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut: bagaimana sinergitas Bappeda Litbang dengan Stakeholders
pada Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Palembang dalam mencapai

Bhumandala Award tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana sinergitas Bappeda Litbang dengan
stakeholders pada penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Palembang dalam

mencapai Bhumandala Award tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi
mengenai sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi

untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.42 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang
kolaborasi antar-stakeholder dalam penyelenggaraan informasi geospasial,
terutama dalam mencapai penghargaan nasional seperti Bhumandala Award bagi

para pemangku kepentingan.
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